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embahasan RKUHAP

Dinilai Tak Partisi

patif

fartisipasi hermakna vang melibatkan semua pihak. termasuk publik. seharusnva hadir
dalam setiap proses pembuatan undang undang,

JAKARTA, KOMPAS — Pemibahas
an daftar inventariss masalsh
ataw DIM Bancangan Kitab Un
damg=tindang Hukum Aca M-
dana dinilai terlalu cepat dan
e tighatkan partisipasi publik
Fadahal, dengan draf vang &
angasap bermasalah, pembeahas-
apnya scharusiwa dilakakan le
hilvcermat. Sementars itu, DR
tetap bersikukull pembahasan
TN kali i sudab sesiial e
ngan aturan dan mengklaim te
Tahy mengakomamlasi keperifing-
an publik.

Db Fakulbas Hukum me
versitas Brawijava Aan Eko Wi
diarter menilai,  prmbahasan
MM REUFAP terlalu terbur
hini, Pembabasan kilal i jug
dianggap tidak memenuhi par
tisipwesi heermakna karena Gidak
semua pilak mendapatkan hak
untuk mengerts dan menang.

gapl permastlahan di dalam
M it

Sehelumnya, Komisi [1 PR
bersamia pemerintah menibu
has DIM dalam Rapat Kera
Panitin Kerja{ Panga) KUHAP &
Rompleks  Farlemoen,  Jakarta,
pesikin S-160 Juli 2025, Dabam du
hart tersebut, mareks membu
has sebwnyak 1676 DIV
"Partisipasi bermakna atau
mwaniiggfil  prtieiation it
seharusmva ada i semun
haprany, Apabingd, (i slalal THM
yang tentunva harus dipabiam
olely semun pihak.  Jamgin
hanvn Langsueg sepakat tanpa

mendengar,” tutur Aan saat di
bl dlari Jabart, Jumat
(117 2025),

Apabagi, REKUHAI' ini nien-
Jadi landasan hukum acara pi
thanun yangg dibwitubbar obeh
pencart keadilan dan_pencgak
an hak i manusis, Ol e
rena itu, sctiap’ butir: nsalah
harus dilhas Radshaty dan ti-
dak terbury-bur,

“Ada hakihak dari tersagka
dan korban yang harus dibadas
ikany lipe elas dalam RETUTHAP
mi. Kalau saja rata-rata satu
butar THM dibahas setengh
Jom, seharusova ini Udak mung
kin hanya dua hael, Jadi, pem-
bahasan TUM seperti in berba
haya” tutir Aan

Menurut Aan. Kondisi yang
iparksakan (i, biss b jung
pada gugatan publik saat KU
HAP rampung dibahas. Hal se-

rupa jugs perad terjadi dalam
pembentukan UL Cipta Kerja
vang dibahas secepat kilat
“Ralau mwemang miakan ber
lanut sampar ke pengesahan,
lngkah selanutoga ada i ta
ngan  Mabkamah  Kenstitusi
Seharusnyva pembuat amndang
wiking belajar pada UL Cipta
Kerga vang dulu jugn dibialus
secars kebut-kebatan, Tk
menutup kl-nllluuhsll;m tunsily
REUELAF b jugs seperti UL
Ciptan Rerja,” kata A,
Sr!k-llullﬂ) B Mahkamih
Kasrastitusi e mpmlslkan seha
wan besar gugatan up maten

terhadap UL Cipta Kerja vang
dlisahiban palis 5 Oktodwer 2020,
Babkan, di 25 November 2021,
MK memutuskan 17T Cipta
Rerja inkonstitusional bersya
ral. Pymveriitah pun diberkan
waktu dui tahun dntulper
haikan.

Kritik sepups disimpaikan
Keta Yiyssan Lemlugn Bars
tuan Hukum  Indonesia
(YLEHD  Mubgmmad  Tsnur
g bahkan mendehut pemba
havsan v sangalkalal i
membuat KRUTIAP dirancang
ciengan-mengaluikan prinsipy
partisipasi

ALagi™ kete rgesaggesann i
akan banyak merusak proses
Merisak kirrena Hilak masike
mva perbatkan yang kemudion
Apowal-prasal} yang dirumuskan
abhurmya tidak jelas. Dan di titik

pealing dlasar dart partisipes

viutg sejati it tidak dijalankan,”
kata [snur

Palabial, tidak hanyn peme
rintab dan DPR, publik jugi
peerlu mendapathan pengelasan,
hunggn  memberikan  masukan
chialam setup prosesnya, Lsnur
jugn menekankan,  portisipesi
ind ado s semua Jevel, mula
i prereneingan, penvusanan,
pembabusin, hingg pengun
clang-unelangai.

“Hagdmana mungking va, n
Frusan DM il haiya dalam
waktu dua han” Ini beme-be
et menjijikkan. Palanm proses
pembuatan unding - unding, se

mua dilewati. Masa, pembahas
an kali ini Vidak ada partisiprae
sinya. tidak melibatkan pub
1ik? kaataa Dsrnir

Fadahal. RRUNAR adalah pa
vung hukum vang akan ber-
dampak pada setiap warga ne
L donesia, Oeh karena ity
Isnur™ khawatir  pembahasan
vang tulak menghien
i akan meneederai, keadilan
halikan  penegakan hak  asasi
mamuisia di mata hakum,

Progresit

I isi fain, Ketua Komis 11
DFR Habiburokhman mengkla
im pemlsbasan BRUTHAR su-
dah dilakukan secara trans
i dan terbuka Bahkan
publil bisa melihat secara |
sung melalid kanal medi sosial
vang terseding

i, savn enggtak mengerti

i proses

lagi, apa yang periu kami kiku
ki untuk memenahi unsur
transparnnsi, Yang jela gk
acla vaing ditutugeLitup,” kata
polittkus Farta Gerindr i da
lam jumpa pers i Korpleks
Parlemen, Jakarts, Jumal
Halilswmokhman — menpels
ko, HEUTEAP vang tengah i
baabians i beerisi wosl -posal yong
progeresi dan memihak kopada
masyarakal. Din ienyvebuthan
sejumilah pasal yvang berkaitan
dengan prengawasan dalaan pee
myedikan,  pendampigan hu
kot el adbvoskent, lingea upines
paksa dan penahanan yae

lie

bily terukur.

Fihkan Habitwirokhman
mengklium RKUHAP kali ini
jauh lebit haik dibamdingkan
KLUHAY yang berlaku sejak 1951
hngga sekarang, Oleh karena
itu, dia juga menganggap ada
nva argensi untuk segers mes
ngesahkan RREUHAP yong di
selrit-sehunt lebib berprhak k-
pada warga negara,

"Sava bingung kenapa RR1-
ang baru discbut bahaya
Lah, qustru pengaturan i K1
HAP cxsting saal inilah vang
Teahurya. Trulaby ikhtier kami une
tuk membuat nstitusi penn
hanan Tebih terukur,” kata Ha-

bibureklman
Habibuirokhman  juga s
wvampaikan  pihaknyva  masih

menyvisic  pesal-pasal - setelah
DM RRUHAF dibahas, Hingga
Jumat ini, hare 150 dari tedal

33 pasal yang masuk dalum
drul HEUHAT fersishut.

Pekerjaon dan Tim Perumus
clan Tim Sinkronisasi mi bikal
dilanjutian Semn depan, Ly
seteloh  rmpuing akan dis
erahkun kepada parutia kerja
{pamjal,

(Selesu penyisirand bis Se
i, Sebasa, Rabu, Kami cmggaik
tahu kapan bisa selesal, Begitu
selesait, Kaini akin st lagi, ook
gl Rany enggnk angn me
lamilat-bmbatkan. Namun, ks
b engzak isa cepat, yang pen
ting evrmal,”  tutur Habibu
rokhnun, (K10
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